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Abstract
Product counterfeiting will have an impact on material loss and brand image in
the eyes of consumers, counterfeit products circulating in the market with low
quality will have an adverse effect on consumer health. Decision No. 67 / Pid / B /
2013 / PN.Pwk. the defendant committed a crime of brand fraud violating Law No.
15/2001 concerning Trademarks, Law No.20 / 2016 concerning brands and
Geographical Indications. Violations of counterfeiting food product brands are
subject to layered criminal sanctions, namely Law No.8 / 1999 concerning
Consumer Protection and Number Law. 12/2012 concerning Food.Product
counterfeiting is not in accordance with Adam Smith's theory of justice, action
against brand / product counterfeiters is still considered too light compared to
regulation, so there is no deterrent effect. Product / brand counterfeiting is not in
accordance with progressive legal theory, namely law with the spirit of doing the
best for society, nation, and country.
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Intisari
Pemalsuan produk akan berdampak pada kerugian material maupun image
merek dimata konsumen, produk palsu yang beredar di pasaran dengan kualitas
rendah akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan konsumen.
Putusan No. 67/Pid/B/2013/PN.Pwk. terdakwa melakukan tindak pidana
pemalsuan merek melanggar UU No. 15/2001 tentang Merek, UU No.20/ 2016
tentang merek dan Indikasi Geografi. Pelanggaran pemalsuan merek produk
makanan dikenai sanksi pidana berlapis yaitu UU No.8/1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor. 12/2012 tentang Pangan.
Pemalsuan produk tidak sesuai dengan teori keadilan Adam Smith,
Penindakan terhadap pelaku pemalsuan merek / produk masih dirasa terlalu
ringan dibandingkan regulasi, sehingga tidak ada efek jera. Pemalsuan produk /
merek tidak sesuai dengan teori hukum progresif yaitu adalah hukum dengan
semangat berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Kata Kunci : Perlindungan, Hak Ekonomi, Pemalsuan
A. PENDAHULUAN
Pengaruh globalisasi di bidang sosial, ekonomi, dan budaya mendorong
laju perkembangan perekonomian masyarakat. Perkembangan teknologi informasi
dan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami
perkembangan yang sangat pesat, sehingga terjadi kecenderungan peningkatan
arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus
menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.
Kecenderungan peningkatan pasar menyebabkan tuntutan kebutuhan atas
pengaturan hukum merek yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu
kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Beberapa negara semakin
mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang
dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan
kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat
hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan
yang sangat penting1. Kecenderungan untuk bisa eksis secara individu
mendapatkan tempat dalam tatanan ekonomi liberal dimana pemerintah tidak
boleh campur tangan, The Liberals suggest the government does not interfere in the
lives of individuals.2 Tatanan ilmiah dari pasar bebas ini memajukan kesejahteraan
setiap orang dan seluruh masyarakat melalui berfungsinya kecenderungan setiap
orang untuk mengejar kepentingannya demi membuat hidupnya menjadi lebih
baik. Tetapi dalam pasar bebas tersebut upaya setiap orang untuk mengejar
kepentingannya harus tunduk di bawah aturan-aturan keadilan, dan karena itu
harus dikendalikan, pertama-tama oleh pelaku ekonomi bebas itu sendiri.3
Perdagangan barang palsu di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, tetapi
sudah diketahui beberapa tahun lalu. Pemalsuan produk bermerek merupakan
fenomena dari perdagangan barang palsu. Produk palsu di Indonesia kerap
1
Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2016
2Tuti Widyaningrum, SHS Web of Conferences 54, 03008 (2018),
https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403008, ICOLGAS 2018, pagee.33 Dyah Ersita Yustanti, Perlindungan Hukum Bagi Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT)
sebagai Pengangkut Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional.
Jurnal Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2018, hlm. 19
menjadi permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan secara tuntas.
Perdagangan produk palsu yang beredar dipasaran sangat banyak, hal ini membuat
keinginan dari konsumen untuk membeli produk palsu semakin meningkat.
Rendahnya pendapatan konsumen juga menjadi kendala untuk mendapatkan suatu
barang asli dengan harga yang lebih mahal. Penelitian yang dilakukan oleh
Eugenia et. al, mengenai dampak ekonomi pemalsuan di Indonesia, kegiatan
pemalsuan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi persoalan
International.4
Nilai transaksi pemalsuan yang terjadi di seluruh dunia sangat besar,
keuntungan dari kegiatan pemalsuan seringkali digunakan untuk melakukan
tindakan kejahatan dan terorisme. Di Indonesia kerugian ekonomi akibat
pemalsuan meningkat hampir 3 kali lipat selama kurun waktu 5 tahun (2005-
2010). Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (LPEM) pada tahun 2010 memperkirakan bahwa kerugian
Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2005 adalah sebesar Rp. 43.2 triliun,
dan dengan menggunakan metode perhitungan yang sama, penelitian ini ( tahun
2013) memperkirakan bahwa kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) akibat
pemalsuan adalah Rp. 65.1 triliun. Akibat penurunan permintaan akhir ini, pekerja
kehilangan upah dan gaji sekitar Rp. 3,4 Triliun dan Pemerintah kehilangan
penerimaan dari pajak tidak langsung selama Rp. 424 miliar dalam 1 tahun.
Kerugian lebih besar karena Indonesia merupakan negara pembeli barang-barang
palsu yang berasal dari luar negeri. 5
Pemalsuan menurut sudut pandang perusahaan, Studi mengenai dampak
pemalsuan terhadap perekonomian Indonesia kali ini juga berupaya menggali
informasi dari sisi perusahaan yang produknya dipalsukan. Perusahaan yang
menjadi narasumber tersebut mewakili tiap sektor industri yakni peralatan kantor
dan elektronik, barang mewah dari kulit, kosmetik, oli dan turunannya, makanan
dan minuman, farmasi, minuman non alkohol, perangkat lunak, minuman
berenergi & suplemen tubuh, serta pakaian jadi dan kacamata. Berikut akan
4Eugenia dkk, Dampak Ekonomi Pemalsuan di Indonesia, Jakarta: Maskara Mas Holding
Company Universitas Indonesia, 2013, hlm. 86.
5 Ibid
disajikan ringkasan wawancara setiap narasumber yang mewakili sektor-sektor
tersebut. 6
Pemalsuan produk akan berdampak pada konsumen akhir atau konsumen
pengguna yang berkaitan dengan kualitas dan jaminan produk, sedangkan dampak
pada konsumen akhir adalah pada kerugian material maupun image merek dimata
konsumen akhir apabila produk palsu yang beredar dipasaran mempunyai kualitas
rendah dan menimbulkan dampak yang merugikan termasuk merugikan
kesehatan.
Selama beberapa dekade terakhir merek telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan manusia. Dimanapun kita berada, kita akan selalu
melihat merek yang melekat pada suatu produk baik yang berbentuk barang
maupun yang berbentuk pelayanan atau jasa.7
Berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan bagian
dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (unfair competition) dan
pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang tersebut. Prinsip awal
perlindungan merek adalah tidak seorangpun berhak menjual barangnya kepada
masyarakat seolah-olah barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan
tanda yang sama yang telah dikenal masyarakat sebagai tanda milik seseorang.
Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa tanda
tersebut merupakan milik orang yang telah memakainya dan menjadi tanda
pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.8
Saat ini merek menjadi aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor,
bahkan di tingkat penjual terendah. David Haigh mengatakan bahwa sumber
tunggal terbesar dari nilai yang tak berwujud dalam suatu perusahaan adalah
merek. Bahkan dengan hanya menggunakan perhitungan keuangan yang
6Ibid
7Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Jakarta: Rajawali
Press, 2017, hlm1
8Rahmi Jened, Hukum merek dalam Era global dan Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015, hlm 2
konservatif, merek masih terhitung sebagai aset yang berjumlah sangat besar.9
Oleh karena itu perlindungan hukum atas merek mutlak diperlukan.10
Pemalsuan produk sangat merugikan pelaku usaha sehingga diperlukan
perlindungan hak ekonomi. Undang-undang yang mengatur berkaitan dengan
merek adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. 11 Merek mempunyai sebuah peranan yang penting dalam sebuah
produk selain untuk memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan maupun
toko produk karena merek berfungsi sebagai daya pembeda sebuah barang
maupun jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang maupun jasa sejenis
yang diproduksi sebuah perusahaan yang beragam. Kedudukan suatu merek
dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek juga digunakan
untuk periklanan dan strategi pemasaran, karena publik sering mengaitkan suatu
image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah
merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan
seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan
lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Tetapi disinilah celah
untuk para oknum yang kurang bertanggung jawab, yang meniru sebuah produk
yang produknya menyerupai produk asli untuk membuat para konsumen rancu
dalam memilih produk yang mereka inginkan.12
Merek semestinya berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan
hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya; dan jaminan atas mutu barangnya. Dalam era perdagangan
bebas seperti 4 sekarang ini, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan
modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan
9 Agung Indriyanto dan  Irnie Mela Yusnita,  Loc. Cit,., hlm. 1.
10Ibid
11
Agung Indriyanto dan  Irnie Mela Yusnita,Op.Cit, hlm 4.
12
Muhamad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia :Pengenalan Merek:,
http://www.digp.go.id/pengenalan-merek , diakses tgl 24 September 2018, jam 02.26 wib Transmedia
Pustaka, 2008, hlm 8.
perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai Goodwill, lambang, standar
mutu, sarana menembus segala jenis pasar dan diperdagangkan dengan jaminan
guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih
memudahkan konsumen mendapatkan produk yang akan dibeli oleh konsumen
dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun
atribut lain yang melekat pada merek. 13
Pemalsuan merek dinilai melanggar hak asasi pencipta, karena dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 27 berbunyi bahwa, “everyone has
the right to the protection of the moral and material interests resulting from any
scientific, literary or artistic production of which he is the author” Semua orang
berhak mendapatkan hak proteksi moral dan material bagi hasil dari yang mereka
ciptakan, karena mereka adalah penciptanya.” Negara Indonesia mengatur tentang
merek pada undang-undang khusus. Mengenai perdagangan produk atau barang
palsu atau yang juga dikenal dengan barang "KW" atau produk tiruan / produk
palsu,
Berdasarkan sejarah perkembangannya, hukum merek merupakan bagian
dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (unfair competition) dan
pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang tersebut. Prinsip awal
perlindungan merek adalah tidak seorang pun berhak menjual barangnya kepada
masyarakat seolah olah barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan
tanda yang sama yang telah dikenal masyarakat sebagai tanda milik seseorang.
Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa tanda
tersebut merupakan merek milik orang yang telah memakainya dan menjadi tanda
pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut14 . Saat
ini merek menjadi aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor, bahkan di
tingkat penjual terenda. David Haigh mengatakan bahwa sumber tunggal terbesar
dari nilai yang tak berwujud dalam suatu perusahaan adalah merek. Bahkan
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terhitung sebagai aset yang berjumlah sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan
hukum atas merek mutlak diperlukan15
Pengaruh Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik
di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju
perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin
meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah
menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus
perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan
memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat
dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam
rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi
beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya
pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia.
Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual
manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan
memegang peranan yang sangat penting16.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis merupakan pembaruan Undang-undang tentang Merek
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hal ini
disebabkan karena masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis
serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional
sehingga perlu diganti. Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan
Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan
15Ibid
16
Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta: Menteri Hukum dan
Hak Asasi manusia Republik Indonesia
usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri17.
Kemajuan perindustrian tidak lepas dari peran pemerintah dalam
memberikan dukungan terhadap pelakuindustri. Dukungan pemerintah bagi para
pelaku industri dapat melalui berbagai cara, salahsatunya dengan memberi
kemudahan di sektor perizinan industri.18 Pada Undang-Undang No. 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mempertimbangkan bahwa untuk
lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia
industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan
perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan
perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih
memadai19 .
Pada Ketentuan umum UU No. 20 Tahun 2016 tersebut dijelaskan bahwa
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo,
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau
3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur
tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Merek Dagang
adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pacta
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya20
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan
17Ibid
18Januar Agung Saputera, Fungsi Ijin Usaha Industri Sebagai Sarana Dalam Pelestarian
Lingkungan hidup, Ius Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.1
19Ibid
20Ibid
sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya21.
Minimnya pengetahuan konsumen dalam mengidentifikasi produk kosmetik
palsu dan kurangnya daya beli masyarakat dijadikan sebagai salah satu peluang
bagi para pemalsu untuk memasarkan produk palsu. Dengan menyalahgunakan
merek dagang produk terkenal yang dijual kepada distributor dengan harga yang
murah, membuat para pemalsu mampu memikat banyak konsumen.
Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
kegiatan bisnis yang sehat. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di
Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.22 Dalam
kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara
konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang
menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk
yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen
dapat menyalahgunakan posisi yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan
merugikan konsumen.23
Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya
dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, kadang-kadang pihak
penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila
pembeli, dalam hal ini konsumen. Tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan
yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga
konsumen mengalami kerugian.
Berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas terdakwa dikenakan sanksi
pidana, dengan demikian ada pihak-pihak yang dirugikan. Bagaimana supaya
pihak yang dirugikan supaya mendapat perlindungan hukum seperti yang
tercantum pada KUH Perdata pasal 1365 menyebutkan bahwa tiap perbuatan
21 Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Jakarta 2016
22 Mustaqim, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM
MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA. JURNAL HUKUM STAATRECHTS, 1(1).
23 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2004, hlm 1
melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut24
Adapun latar belakang hukum perlindungan konsumen adalah karena
globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, dan karena adanya hubungan antara
produsen dan konsumen. Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi
tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun
pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan
yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan
pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang äman”.
Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan
hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada
umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam
banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen selalu akan terasa aktual
dan selalu penting untuk dikaji ulang.25
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal
makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan
teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik
langsung atau tidak langsung, dampak tersebut akan dirasakan oleh konsumen.
Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai
terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak
untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian
kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-
lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.26
Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang
sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan
distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat
24KUH Perdata , pasal 1365
25
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,  hlm.
5.
26Ibid
,mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara
pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak,
termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak
terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara
lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan
menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.27
Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya
mempertahankan pelanggan/konsumen atau mempertahankan pasar atau
memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi setiap
produsen, mengingat semakin ketat persaingan untuk berusaha. Persaingan yang
semakin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada
umumnya.28
Saat ini sasaran setiap negara, setiap perusahaan (setiap produsen) adalah
menuju pada pemasaran global. Orientasi pemasaran global pada dasarnya dapat
mengubah berbagai konsep, cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak
hal termasuk strategi pemasaran. Perubahan pemasaran tersebut membawa
pengaruh pada konsep perlindungan konsumen secara global. Perlindungan
konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena pertama
konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik
situasi maupun kondisi).
B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah peneliti kemukakan diatas,
maka rumusan permasalahan yang timbul sehubungan dengan judul penulisan
hukum ini antara lain:
1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pelaku usaha dan konsumen terhadap
27 Ibid
28Ibid
pemalsuan produk atas suatu merek ?
2. Mengapa diperlukan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen
terhadap pemalsuan produk atas suatu merek ?
C.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu Pendekatan
dilakukan dengan cara menelaah data sekunder, yang dikuatkan dengan data
empiris melalui interview. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
bahan-bahan tulisan dengan adanya studi kepustakaan. Pendekatan ini dikenal
pula dengan pendekatan kepustakaan (studi kepustakaan), yakni dengan
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran:
1. Bahan hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan penelitian,
a). Undang-Undang Dasar 1945
b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
d). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis
e). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
f). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang
diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun
website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada
dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan
terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum,
kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.
4. Interview dengan pihak yang terkait
Pendekatan metode Penelitian menggunakan pendekatan status, pendekatan
peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus.
Analisis data menggunakan alat bantu berupa teori, Peneliti menjelaskan
penggunaan pola pikir yang telah dibangun atau teori yang telah dipilih untuk
menganalisa data. Uraian dan analisis data akan dilakukan secara sistematis, logis
dan konsisten. Metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan
mengenai langkah pendekatan dalam menjawab permasalahan penelitian.
D.  Pembahasan
Perdagangan barang palsu yang beredar dipasaran sangat banyak, hal ini membuat
keinginan dari konsumen untuk membeli barang palsu meningkat. Rendahnya
pendapatan konsumen juga menjadi halangan dari konsumen untuk mendapatkan
suatu barang asli dengan harga yang lebih mahal. Penelitian yang dilakukan oleh
Eugenia et.al., mengenai dampak ekonomi pemalsuan , kegiatan pemalsuan bukan
hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global.
Pemalsuan produk akan berdampak pada konsumen akhir atau konsumen
pengguna yang berkaitan dengan kualitas dan jaminan produk, sedangkan dampak
pada konsumen akhir adalah pada kerugian material maupun image merek dimata
konsumen akhir apabila produk palsu yang beredar dipasaran mempunyai kualitas
rendah dan menimbulkan dampak yang merugikan termasuk merugikan
kesehatan.
Pada contoh kasus yang sudah inkrah di Putusan Mahkamah agung yaitu
Berdasarkan Putusan Nomor: 67/Pid.B/2013/PN.Pwk.  telah diadili terdakwa:
1). Menyatakan ABDUL GOPUR Bin ABO, Tempat lahir Kerawang, tanggal
lahir 08 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laik, kebangsaan/kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal Kp. Babakan Bandung RT 06/03 Desa Kertamukti
Kecamatan Campaka Kab Purwakarta. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana ," Dengan sengaja dan tanpa Hak menggunakan
merek dagang yang yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik
pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan."
Dari kronologi tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada saat itu memang
Abdul Gofur melanggar UU Pasal 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 90 , yaitu
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Begitu pula yang memperdagangkan , karena pedang yang menjual barang/
atau produk palsu kemungkinan mengerti kalau barang tersebut palsu karena
harganya yang murah. Dengan adanya undang-undang ini seharusnya pihak
pedagang menanyakan keaslian barang tersebut.
Kasus ini pada awalnya Putusan pengadilan Negeri Purwakarta, menjatuhkan
penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda
sebesar lima juta Rupiah (Rp 5.000.000 ) subsidair 3 bulan (tiga bulan) kurungan.
Undang-undang yang digunakan untuk pemalsuan merek adalah dengan pidana
penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila putusan pengadilan terlalu ringan
maka pihak terdakwa tidak jera. Selain dalam hal pemalsuan merek , karena
menggunakan merek yang sama walaupun dalam hal ini menggunakan plastik
bekas. Putusan akhir yang diterima terdakwa adalah pidana penjara selama 1 tahun
dan 6 bulan, denda sebesar Rp 5.000.000 dengan ketentuan apabila denda tereebut
tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan.
Menurut David M.L. Tabing , dalam perkara tersebut, Terdakwa tidak
hanya melakukan pemalsuan merek tetapi juga pemalsuan terhadap bahan-bahan
produksi serta kemasan kecap bango karena berdasarkan fakta persidangan
diketahui bahwa terdakwa mengolah kembali limbah kecap bango dan mengemas
dengan menggunakan kemasan bekas kecap bango asli dan membuat sedemikian
rupa seolah-olah kecap tersebut adalah kecap bango asli.29
Putusan pengadilan tersebut terlalu ringan , yaitu pidana penjara selama 1
tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 5.000.000 dengan ketentuan apabila denda
tereebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu )
bulan, sehingga menyebabkan pelaku pemalsu merek maupun produk tidak jera.
Pada kasus ini bermula dari laporan konsumen bahwa produk yang dibeli
(kecap bango) tidak sesuai dengan yang biasa dibelinya. Produk tersebut tidak
kental dan berbau aneh. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan investigasi di
sekitar wilayah Jawa Barat yakni Purwakarta, Subang, Cirebon dan Tasikmalaya
banyak beredar kecap bango palsu. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut dan
melihat hasil lab dari produk yang telah dipalsukan tersebut, saksi mulai
menelusuri siapakah pelaku yang membuat kecap bango palsu tersebut. Saat itu
diperoleh informasi pembeli limbah produk tersebut adalah terdakwa Abdul
Gofur.
Dari kasus tersebut bahwa terdakwa tidak hanya melanggar Undang-undang
No 15 tahun 2001 tentang merek yang saat itu berlaku, melainkan juga melakukan
pelanggaran Perlindungan konsumen dan pelanggaran BPOM, dengan demikian
undang-undang yang dilanggar adalah sebagai berikut:
1). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 90 ( yang saat itu
berlaku)
2). Kalau saat ini Undang-undang Nomor tahun 2016 tentang merek dan Indikasi
Geografis, pasal 100.
3). Undang-undang Perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 9 Tahun
1999 tentang Perlindungan konsumen, pada pasal 1.
4). Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
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Pada putusan tersebut menjadi tidak adil bagi pelaku usaha pemilik merek
yang dirugikan. Hal ini Juga tidak sesuai dengan teori keadilan Adam Smith yaitu
prinsip dari keadilan adalah no harm tidak merugikan orang lain atau prinsip tidak
melukai dan merugikan orang lain, secara khusus prinsip ini mengacu pada sikap
menahan diri untuk tidak merugikan orang lain.
Apabila pihak pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku atau
terdakwa tindak pidana pemalsuan pidana penjara dan/atau denda relatif ringan
dibanding yang tercantum pada undang-undang serta tidak sebanding dengan
kerugian yang diderita pelaku usaha pemilik merek, maka hal ini akan membuat
pelaku pemalsuan produk dan / atau merek tidak jera sehingga nantinya kejahatan
pemalsuan akan lebih meningkat.
Berdasarkan Putusan Nomor: 67/Pid.B/2013/PN.Pwk. bahwa ada laporan
konsumen bahwa produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang biasa dibelinya.
Produk tersebut tidak kental dan berbau aneh.30 Produk berwarna coklat ,
sedangkan yang asli berwarna hitam pekat. 31 Kemasan yang digunakan lebih
pendek , karena dipotong. Dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, pemilik
merek mengalami kerugian.
Dengan adanya kerugian-kerugian ini , maka pihak produsen sebagai pelaku
usaha harus dilindungi oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Pada
tuntutan pengadilan pihak terdakwa hanya dikenai denda sebesar Rp 5 juta,
sedangkan berdasarkan undang-undang terkena pasal-pasal undang-undang
tersebut yang sudah diuraikan diatas. Denda yang dikenakan oleh terdakwa adalah
denda yang masuk dalam kas negara. Produsen atau pelaku usaha juga seharusnya
diberikan Hak ekonomi berupa ganti kerugian.
Pada kasus Pidana No. 67/Pid.B/2013/PN.Pwk. Kasus ini merugikan pelaku
usaha pemilik merek karena membuat image brand menurun dan merugikan
secara Financial, karena mengakibatkan penurunan penjualan. Bagi negara, hal ini
mengurangi pajak pendapatan negara, pada kasus ini merupakan produk makanan,
maka dapat berakibat merugikan kesehatan konsumen. Sehubungan dengan
30Putusan Mahkamah Agung, Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Pwk, hlm. 12.
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kerugian Financial ini, maka Pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan hak
Ekonomi.
Menurut Advocate Dr. David M.L. Tobing S.H.,M.H.,M.Kn., bahwa
dalam kasus tersebut, setiap pihak yang dirugikan akibat adanya tindak pidana
pemalsuan merek, dapat mengajukan gugatan perdata dengan mendasarkan pada
adanya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365
KUH Perdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Tindakan pemalsuan
merek menurut Dr. David M.L. Tobing telah memenuhi unsur-unsur perbuatan
melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:32
a. Perbuatan pelaku telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam
hal ini produsen;
b. Pelaku terbukti melakukan kesalahan dengan adanya putusan pidana.
c. Perbuatan pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian; dan
d. Kerugian produsen memiliki hubungan kausalitas dengan kesalahan
pelaku tindak pidana.
Hak Kekayaan Intelektual tidak serta merta muncul begitu saja, untuk
memperoleh kekayaan intelektual diperlukan pemikiran yang matang dan kerja
keras. Hal ini memerlukan waktu panjang sehingga hasil dari kerja keras tersebut
perlu mendapat perlindungan. Salah satu hasil jerih payah yang berupa kekayaan
intelektual adalah Merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
barang atau jasa. Perlindungan merek adalah perlindungan yang melindungi
haknya, hak atas merek. Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 8-9 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis terdapat penegasan
yang jelas, hak atas merek sebagai hak khusus, hanya dapat diberikan
32
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negara kepada seseorang apabila merek yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar
Umum Merek (DUM).
Hak Ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain.
Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak berwujud) yang berupa Hak Kekayaan
Intelektual berdasarkan Teori Labour yang dikemukakan oleh John Locke,
lahirnya hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang
telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga
menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan
proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada.33
Berdasarkan teori negara hukum (rechstaat), Negara melindungi hak asasi
warga negaranya sebagaimana negara hukum diakui dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945 yang menentukan negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini
mengandung asas persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara
Indonesia untuk diakui di hadapan hukum. Hak asasi manusia setiap orang
dilindungi negara hukum (rechstaat) untuk menjamin segala hak warga negara
bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan sekaligus menjadi
salah satu ciri negara hukum.34
Ciri negara hukum antara lain:35
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan
pada hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap HAM warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Dengan berdasar pada teori negara hukum , maka pemerintahan atau negara
bahwa setiap menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di
hadapan hukum dan pemerintahan sekaligus menjadi salah satu ciri negara hukum.
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Berdasarkan data sekunder yaitu hasil penelitian yang dilakukan pada tahun
2010 oleh pihak lembaga pendahulu yang dilakukan sebelumnya dan penelitian
yang dilakukan oleh D. Euginia et. all. yang menyatakan bahwa kegiatan
pemalsuan mengalami kecenderungan meningkat, baik di Indonesia dan di Luar
negeri. Dari Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa peningkatan pemalsuan di
Indonesia meningkat hampir menjadi 1.5 kali lipat dalam periode 5 Tahun.36
Dengan adanya peningkatan ini maka baik pihak pelaku usaha maupun
konsumen dirugikan. Untuk pemalsuan pakaian dan barang dari kulit, sepanjang
konsumen tahu bahwa itu palsu, hal ini hanya merugikan pihak pelaku usaha
terutama secara hak ekonomi dan market share. Untuk produk palsu dengan
kualitas yang baik atau setara dengan merek asli , hanya merugikan hak ekonomi ,
namun apabila produk palsu merupakan produk dengan kualitas tidak bagus, maka
akan berdampak menurunkan merek. Memang dilain pihak produk palsu yang
bagus akan menaikkan brand awarness konsumen, karena dengan demikian merek
tersebut akan menjadi terkenal. Namun demikian tetap saja merugikan pihak
pemilik merek.
Inflasi yang tinggi (rata-rata per tahun selama 2005-2010 8.41%)
meningkatkan nilai nominal (dalam rupiah) barang palsu meningkat. Meskipun
tidak ada peningkatan secara kuantitas, inflasi membuat nilai nominal meningkat.
Inflasi juga menurunkan daya beli masyarakat untuk membeli barang asli,
sehingga meningkatkan permintaan barang-barang palsu.
Penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi yang tinggi serta
kemudahan peredaran dan perdagangan barang palsu di masyarakat,
mengakibatkan peningkatan permintaan barang palsu. Selain daripada itu
peningkatan kemajuan teknologi informasi, dan perubahan gaya hidup on-line
turut mendukung peningkatan peredaran barang palsu di masyarakat, khususnya
untuk produk kosmetika dan barang dari kulit. Dari penelitian yang dilakukan oleh
Dr. Eugenia et. al diketahui bahwa Indonesia dinilai merupakan negara pembeli
produk palsu, bukan tempat produk palsu dihasilkan. Orientasi untuk membeli
36 Euginia et al, Dampak Ekonomi Pemalsuan di Indonesia, Jakarta: Makara Mas Holding
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barang bermerek, meskipun pendapatan tidak cukup untuk membeli yang asli,
merupakan perilaku konsumen yang meningkatkan penjualan barang palsu. 37
Dari hasil analisa dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya ,
dapat diketahui dan disimpulkan bahwa lajunya inflasi membuat daya beli
konsumen sehingga dengan demikian mempermudah penjualan produk palsu,
dengan demikian menjadi tugas kita semua untuk melakukan sosialisasi mengenai
dampak penggunaan produk palsu terlebih yang dapat beresiko bagi kesehatan.
Di negara-negara tertentu sudah sangat peduli terhadap pemalsuan produk,
sehingga pihak konsumen sudah tidak mau menggunakan produk palsu , dengan
demikian secara otomatis perdagangan produk palsu pasti akan hilang dengan
sendirinya. Di Indonesia pemahaman mengenai produk palsu, dampak negatif
terhadap kesehatan maupun dampak hak ekonomi yang ditimbulkan karena
perdagangan kurang disadari oleh konsumen atau pun masyarakat. Namun di
Indonesia, konsumen membeli produk palsu menjadi hal yang umum dilihat sehari
hari, dengan istilah produk KW. Namun untuk produk bahan makanan , konsumen
tidak mau menggunakan produk palsu.
Dalam hal pemalsuan, tidak ditangani oleh Badan Pom, karena Badan POM
selaku institusi non kementerian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
penyidikan terhadap pemalsuan produk, yang menjadi kewenangan BPOM adalah
perkara yang terkait dengan adanya obat dan makanan illegal. Pemalsuan produk
merupakan salah satu bagian dari modus operandi sebagian dari kasus-kasus
pangan, obat illegal, kosmetik yang memalsukan suatu produk sepertinya isinya
benar tetapi tidak benar, yang menjadi fokus Badan POM adalah tentang
peredaran atau memproduksi kosmetik, pangan, obat yang tidak memiliki ijin edar
jadi bukan pemalsuan produknya.38
Pada tanggal 12 April 2018, Badan POM melantik pejabat Deputi IV
berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2017 dimana Deputi IV
memiliki tugas dan wewenang diatur dalam pasal 23 sampai dengan 26 yang
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membawahi 3 Direktorat yaitu: Direktorat Pengamanan dijabat oleh unsur
Kepolisian; Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dijabat oleh unsur BIN;
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dijabat oleh unsur Kejaksaan Agung RI.
Dampak pemalsuan adalah dapat merugikan keseluruhan yang disebutkan
diatas, konsumen dirugikan karena sebagai korban, perusahaan dirugikan karena
ada kompetitor yang tidak baik, artinya pelaku usaha yang beritikad baik tentu
akan melengkapi seluruh persyaratan administratif dari mulai cara pembuatan
sampai dengan barang tersebut diedarkan dalam masyarakat, sedangkan kerugian
negara akan terjadi karena tidak membayar pajak, sementara untuk pelaku usaha
obat dan makanan yang legal membayar pajak.39
Pada kasus pemalsuan kecap bango , belum ditemukan kasus lanjutan yaitu
mencari pihak penjual produk palsu tersebut kemudian diajukankan kepengadilan.
Hal ini kemungkinan dari pihak pelaku usaha belum melakukan pengaduan
kepada pihak yang pengadilan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI No.
20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa pasal yang terkait
dengan tindak pidana yang berkaitan dengan merek merupakan delik aduan seperti
yang dinyatakan pada Pasal 103.
Delik aduan berarti pihak kepolisian sifatnya hanya menunggu aduan dari
pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian jika tidak ada aduan maka aparat
kepolisian tidak akan melakukan proses secara hukum , sehingga diharapkan
peran aktif pemilik merek .
E. Kesimpulan
1. Pemalsuan Merek ataupun Produk merugikan pelaku usaha pemilik merek
karena membuat image brand menurun dan merugikan secara Financial ,
karena mengakibatkan penurunan penjualan. Bagi negara berdampak
mengurangi pendapatan negara melalui pajak. Pada produk pangan,
kosmetik, dan obat-obatan dan lainnya yang sejenis, juga dapat berakibat
merugikan kesehatan konsumen. Dengan adanya kerugian Financial ,
brand image, pelaku usaha pemilik merek maka Pelaku usaha diharapkan
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dapat mengajukan tuntutan hak Ekonomi kepada pihak pemalsu atau pun
pengedar produk palsu. Saat ini belum mendapat penggantian Hak
Ekonomi dari pengedar maupun pembuat produk palsu.
2. Jumlah produk palsu yang beredar di Indonesia cukup besar dan selalu
bertambah banyak, hal ini merupakan tindakan yang merugikan konsumen,
pelaku usaha dan negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum
kepada Pelaku usaha atau pemilik merek terhadap pemalsuan,
3. Pemalsuan produk tidak sesuai dengan teori keadilan Adam Smith yaitu no
harm, tidak merugikan orang lain atau prinsip tidak melukai dan
merugikan orang lain, secara khusus prinsip ini mengacu pada sikap
menahan diri untuk tidak merugikan orang lain.
4. Terjadinya pemalsuan produk yang merugikan pelaku usaha dan
konsumen, disebabkan karena pelaksanaan penindakan terhadap pelaku
pemalsuan merek / produk masih dirasa terlalu ringan dibandingkan
regulasi, sehingga tidak ada efek jera.
5. Pemalsuan produk dan / atau merek tidak sesuai dengan teori hukum
progresif yaitu adalah hukum dengan semangat berbuat yang terbaik bagi
masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum progresif menghendaki manusia
jujur.
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